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Abstract 
 
Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of 
regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. 
umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed 
that the discharge regulation as one local government authority must not conflict 
with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / 
evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because 
it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings 
Alcoholic drinks no longer have legal protection. 
 
Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, 
dampak 
 
 
PENDAHULUAN 
 Peraturan Daerah (Perda) 
merupakan pilar utama yang 
memayungi realisasi otonomi 
daerah.Sebagaimana halnya undang-
undang, perda memiliki karakteristik 
yang bersifat mengatur
1
, khususnya 
relasi antara pemerintah daerah 
dengan stakeholders, dan 
menampung aspirasi masyarakat 
lokal. 
                                                          
11
R. Siti Zuhro dan Eko Prasojo. 
2010. Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai 
Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: 
Ombak, hal vii. 
 Sejalan dengan pemberian 
otonomi daerah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
di mana daerah diberikan 
kewenangan untuk menyusun 
Peraturan Daerah (Perda) serta dalam 
rangka mengatasi dampak negatif 
dari persoalan di atas, pemerintah 
kota Banjarmasin menyusun Perda 
Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Larangan 
Memproduksi, Memiliki, 
Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, 
Membawa, Mempromosikan, 
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Mengkonsumsi Minuman Beralkohol 
Di Kota Banjarmasin. 
Namun, dalam perjalanannya Perda 
Miras kota Banjarmasin ini termasuk 
ke dalam salah satu Perda yang oleh 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dinilai perlu dilakukan 
evaluasi. 
METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan Penelitian 
Untuk menjawab isu hukum yang 
telah dirumuskan dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan metode 
penelitian hukum  
normatif.Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-
undangan danpendekatan 
konseptual
2
. 
2. Bahan-Bahan Hukum 
                                                          
2
 Pendekatan perundang-undangan 
adalah menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan 
masalah hukum yang sedang ditangani. 
Pendekatan konseptual adalah mempelajari 
pandangan-pandangan dan doktrin di dalam 
ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide 
yang melahirkan pengertian-pengertian 
hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 
hukum yang relevan dengan masalah yang 
dihadapi. 
(M. Syamsudin; 2007, hal. 58 dan 
60). 
Jenis bahan hukum yang 
digunakan, antara lain : 
a. Bahan-bahan hukum 
primer, yaitu : 
- Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara 
Pidana; 
- Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1984 
tentang Perindustrian; 
- Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen; 
- Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah; 
- Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 
2009 tentang 
Kesehatan; 
- Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 
2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan Perundang-
Undangan; 
- Keputusan Presiden 
Nomor 3 Tahun 1997 
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tentang Pengawasan 
dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol; 
- Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 
Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 
2011tentangPembentu
kan Produk Hukum 
Daerah; 
- Peraturan Daerah 
(Perda) Kota 
Banjarmasin Nomor 6 
Tahun 2007 tentang 
Larangan 
Memproduksi, 
Memiliki, 
Mengedarkan, 
Menjual, Menyimpan, 
Membawa, 
Mempromosikan, 
Mengkonsumsi 
Minuman Beralkohol 
Di Kota Banjarmasin; 
- Peraturan Daerah 
(Perda) Kota 
Banjarmasin Nomor 
27 Tahun 2011 
tentang Pengawasan 
dan Pengendalian 
Penjualan Minuman 
Beralkohol Di Kota 
Banjarmasin. 
b. Bahan-bahan hukum 
sekunder, yaitu literatur 
berupa buku-buku, 
tulisan, hasil 
penelitianserta hasil 
penelusuran di internet 
berupa artikel-artikel 
atau tulisan-tulisan dari 
para ahli hukum yang 
relevan dengan pokok 
permasalahan. 
3. Teknik Pengumpulan 
Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan 
adalah studi kepustakaan
3
. 
4. Teknik Analisis Bahan 
Hukum 
Bahan-bahan hukum yang 
telah dikumpulkan dianalisis secara 
kualitatif-interpretatif
4
. Adapun 
                                                          
3
 Studi kepustakaan adalah kegiatan 
mengumpulkan dan memeriksa atau 
menelusuri dokumen-dokumen atau 
kepustakaan yang dapat memberikan 
informasi atau keterangan yang dibutuhkan 
oleh peneliti (M. Syamsudin; 2007, hal. 101) 
4
 Teknik analisis kualitatif-
interpretatif adalah mengkaji atau 
menganalisis isi dengan cara berpikir formal 
dan argumentatif serta dengan bantuan 
interpretasi untuk memahami peraturan 
perundang-undangan dan regulasi terkait, 
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teknik interpretasi yang digunakan 
adalah interpretasi gramatikal dan 
sistematis
5
. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 1. Analisa Terhadap 
Konsistensi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Propinsi 
Kalimantan Selatan dengan 
UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah 
 
Inti dari konsep 
pelaksanaan otonomi daerah 
yang diatur dalam UU No. 32 
tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah adalah 
upaya  memaksimalkan hasil 
yang akan dicapai sekaligus 
menghindari kerumitan dan  
hal-hal  yang  menghambat  
pelaksanaan  otonomi  daerah.  
Dengan  demikian, tuntutan   
                                                                         
sehingga memberikan jawaban terhadap 
pokok permasalahan (Aries Ratih 
Puspitamanti; 2009, hal. 31). 
5
Interpretasi gramatikal adalah cara 
penafsiran dengan menguraikannya menurut 
bahasa, susunan kata atau bunyinya. 
Interpretasi sistematis, yaitu cara penafsiran 
dengan menghubungkannya dengan 
peraturan perundang-undangan lain 
(Sudikno Mertokusumo; 1999, hal. 156-
157). 
masyarakat   dapat   
diwujudkan   secara   nyata   
dan  penerapan otonomi 
daerah dan kelangsungan 
pelayanan umum  tidak  
terabaikan.  Selain  itu,  kata  
kunci  otonomi  daerah  
sebenarnya adalah 
kewenangan. Makin besar 
kewenangan digunakan untuk  
kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat, maka makin 
bermanfaat  implementasi 
daerah itu. 
Undang-Undang secara 
khusus mengatur mengenai 
pembagian urusan 
pemerintahan atau dengan kata 
lain adanya pengaturan 
kewenangan yang diatur 
dalam Undang-Undang 
tentang Pemerintahan Daerah 
tersebut. Hal ini terlihat dalam 
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Bab III mengenai Pembagian 
Urusan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 10 Ayat (1), 
dimana pemerintah daerah 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya, kecuali 
urusan pemerintah pusat yang 
ditetapkan oleh undang-
undang.
6
 
Dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan, 
pemerintah pusat dapat 
menyelenggarakan sendiri 
atau dapat melimpahkan 
sebagian urusan 
pemerintahan kepada 
perangkat pemerintah pusat 
                                                          
6
 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) 
menyatakan: ”Pemerintahan daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ini ditentukan menjadi urusan 
Pemerintah.” 
atau wakil pemerintah di 
daerah atau dapat 
menugaskan kepada 
pemerintah daerah dan/atau 
pemerintah desa.
7
Sementara 
itu, urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan 
pemerintah daerah dibagi 
menjadi 2 (dua), terdiri atas 
urusan wajib dan urusan 
pilihan.
8
 
Berkaitan dengan hal 
ini, sudah seharusnya 
pemerintah daerah provinsi 
Kalimantan Selatan dengan 
kewenangan yang sudah 
diberikan tersebut dapat 
menggunakan 
kewenangannya secara 
optimal agar kesejahteraan 
                                                          
7
Ibid, pasal 10 ayat (4) dan (5). 
8
Ibid, pasal 11 ayat (3). 
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rakyat dan suksesnya 
pembangunan dapat dicapai. 
 
2. Analisa Terhadap 
Pengaturan Peredaran 
Minuman Beralkohol yang 
Merupakan Salah Satu 
Kewenangan Pemerintah 
Daerah 
 
Peraturan Daerah 
merupakan salah satu 
instrumen hukum (Produk 
Hukum Daerah) yang 
dilahirkan dengan tujuan 
untuk memberikan aturan 
terhadap kebijakan atau pun 
aspirasi yang muncul di 
daerah, yang kemudian 
diterapkan dalam daerah 
masing-masing 
(Kabupaten/Kota). Perda 
ditetapkan oleh kepala daerah 
setelah mendapat persetujuan 
dari DPRD. 
Lahirnya Perda Nomor 
6 Tahun 2007 tentang 
Larangan Memproduksi, 
Memiliki, Mengedarkan, 
Menjual, Menyimpan, 
Membawa, Mempromosikan, 
Mengkonsumsi Minuman 
Beralkohol Di Kota 
Banjarmasin merupakan 
aspirasi dari masyarakat Kota 
Banjarmasin.Pada intinya 
Perda No. 6 Tahun 2007 ini 
melarang peredaran miras di 
semua tempat di Kota 
Banjarmasin. 
Pelarangan ini 
dipandang oleh pemerintah 
pusat bertentangan dengan 
Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol, yang 
memberikan pengecualian 
peredaran miras pada tempat-
tempat tertentu. Padahal di 
dalam pasal 136 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa Perda 
dilarang bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.  
Dengan adanya 
pertentangan tersebut, maka 
Pemerintah kota Banjarmasin 
kemudian membuat Perda 
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yang baru setelah melalui 
penyesuaian dengan Keppres 
Nomor 3 Tahun 1997,  yaitu 
dengan lahirinya Peraturan 
Daerah Nomor 27 Tahun 
2011 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Penjualan 
Minuman Beralkohol di Kota 
Banjarmasin. 
Bahwa maksud dari 
lahirnya Perda Nomor 27 
Tahun 2011 adalah dalam 
rangka menjaga ketentraman 
masyarakat dan untuk 
melakukan pembatasan 
jumlah minuman beralkohol 
yang beredar ditempat-tempat 
yang telah ditentukan, serta 
untuk memberikan jaminan 
dan kepastian hukum bagi 
seseorang, badan hukum, 
maupun 
masyarakat,
9
sehingga tercipta 
situasi dan kondisi yang 
kondusif di wilayah Kota 
Banjarmasin.
10
 
Perda ini merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari 
                                                          
9
Pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah 
Nomor 27 Tahun 2011. 
10
Pasal 2 ayat (2), Peraturan Daerah 
Nomor 27 Tahun 2011. 
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 
dengan memperhatikan ciri 
khas daerah.
11
 Perda Nomor 
27 Tahun 2011 lahir dari 
aspirasi masyarakat daerah 
kota Banjarmasin yang 
menghendaki munculnya 
aturan yang melarang 
peredaran minuman keras 
atau minuman beralkohol di 
Kota Banjarmasin. 
Dengan demikian maka, 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dapat 
membuat peraturan daerah 
untuk mengatur daerahnya, 
namun harus memperhatikan 
persyaratan yaitu :
12
 
1. dilarang bertentangan 
dengan kepentingan umum; dan/atau 
2. peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
  
3. Analisa Terhadap 
Kekuatan Hukum 
Peraturan Daerah Nomor 
27 Tahun 2011 Ditinjau 
Dari Tata Urutan 
                                                          
11
Pasal 136 (3), Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004. 
12
Pasal 136 ayat (4), Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
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Peraturan Perundang-
Undangan 
Keberadaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan, merupakan payung 
hukum dari keberadaan 
seluruh peraturan perundang-
undangan yang lahir di 
Indonesia. 
Dalam undang-undang 
ini ditetapkan bahwa Jenis 
dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan terdiri 
atas:
13
 
1. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah 
Provinsi; dan 
                                                          
13
Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011. 
7. Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Jenis dan hierarki ini 
menentukan kekuatan hukum 
dari peraturan perundang-
undangan tersebut, semakin 
tinggi peraturannya maka 
akan semakin kuat pula 
kekuatan hukumnya, 
demikian juga sebaliknya. 
Artinya adalah bahwa 
peraturan perundang-
undangan yang di bawah 
tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-
undangan yang di atasnya. 
Peraturan perundang-
undangan di atas diakui 
keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan.
14
 
Berdasarkan hal ini 
Peraturan Daerah Nomor 27 
Tahun 2011 tentang 
Pengawasan dan 
                                                          
14
Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011. 
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Pengendalian Penjualan 
Minuman Beralkohol di Kota 
Banjarmasin harus tunduk 
dan patuh kepada peraturan 
perundang-undangan 
diatasnya dalam hal ini yang 
menjadi sandaran dari perda 
ini adalah Keputusan 
Presiden No.3 Tahun 1997 
Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman 
Beralkohol. 
 
4. Analisa Komprehensif 
terhadap Relevansi 
Eksistensi dan Ruang 
Lingkup Perda No. 27 
tahun 2011 dengan 
Dicabutnya Keppres No. 3 
tahun 1997 
 
Politik determinan 
terhadap hukum, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 
2004 kurang sinkron dengan 
undang-undang 
sektoral.Keberadaan 
Peraturan Daerah Nomor 27 
Tahun 2011 tentang 
Pengawasan dan 
Pengendalian Penjualan 
Minuman Beralkohol di Kota 
Banjarmasin, merupakan 
produk hukum daerah yang 
lahir dari konflik kepentingan 
tersebut. Jika sebelumnya 
Perda no. 6 tahun 2007 yang 
melarang peredaran miras di 
semua tempat dianggap 
sebagai aspirasi dari 
masyarakat Propinsi 
Kalimantan Selatanyang 
berlatar belakang religius, 
namun karena Perda tersebut 
dianggap bertentangan 
dengan peraturan yang lebih 
tinggi, sehingga harus 
dibatalkan oleh Mahkamah 
Agung. 
Jika pada peraturan 
daerah sebelumnya 
menyatakan bahwa minuman 
beralkohol dilarang beredar 
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di semua tempat di Kota 
Banjarmasin, setelah melalui 
tahap evaluasi pemerintah 
pusat dinilai melanggar 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih tinggi dalam hal ini 
Keputusan Presiden Nomor 
03 Tahun 1997 memberikan 
batasan/pengecualian dalam 
peredaran minuman 
beralkohol di Indonesia. 
Keberadaan Keppres 
Nomor 3 Tahun 1997 yang 
merupakan landasan aturan 
bagi pengaturan pengawasan 
dan pengendalian minuman 
beralkohol di Indonesia 
sendiri menimbulkan 
pertanyaan, karena Keppres 
tersebut pertentangan dengan 
semangat dari Otonomi 
Daerah yang memberikan 
kesempatan kepada 
daerahnya untuk 
mengembangkan potensi 
yang dimiliki dan membuat 
kebijakan lokal daerah dalam 
hal ini khususnya pengaturan 
mengenai minuman 
beralkohol, karena bagaimana 
pun nuansa yang lahir dari 
Undang-Undang Otonomi 
Daerah dan Keppres tersebut 
berbeda, yang mana Undang-
Undang Otonomi Daerah 
memberikan keluluasaan 
kepada daerah, sedangkan 
Keppres tersebut lahir dalam 
nuansa yang penuh serba 
sentralistik (jaman orde 
baru), latar belakang lahirnya 
peraturan perundang-
undangan inilah yang 
kemudian menjadi 
pertentangan, tidak saja di 
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Kota Banjarmasin, tapi juga 
pada daerah-daerah Indonesia 
yang lainnya, yang 
menghendaki adanya 
ketegasan dalam pelarangan 
minuman beralkohol di 
daerahnya. 
Sebaliknya justru dari 
isi Kepres itu tidak ada 
ketegasan melarang minuman 
beralkohol. Isinya hanya 
sekedar tentang pengawasan 
dan pengendalian minuman 
beralkohol. 
Mengacu dari aturan 
tersebut, maka jika 
pengusaha beralkohol sudah 
mendapatkan izin dari 
Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan, mereka bisa 
secara legal memproduksi 
dan menjual minuman keras 
itu di seluruh Indonesia. 
Dalam pasal 5, ada 
yang berisi pelarangan 
mengedarkan dan menjual 
miras, namun sayangnya 
terlalu banyak kelonggaran. 
Miras boleh dijual di  hotel, 
bar, restoran dan di tempat 
tertentu lainnya. Pasal ini 
jelas bisa menjadi landasan 
hukum bagi pengusaha miras 
untuk menjalankan usahanya. 
Pasal-pasal inilah kemudian 
yang banyak menimbulkan 
polemik di berbagai daerah 
termasuk Kota Banjarmasin 
sendiri yang merupakan 
masyarakat agamis. 
Undang- Undang yang 
menjadi dasar terbitnya 
Keppres No. 3 tahun 1997 
itu, yakni UU No. 05 Tahun 
1974 Tentang Pokok- Pokok 
Pemerintahan Daerah yang 
telah diubah dengan UU no. 
32 Tahun 2004 dan diubah 
lagi dengan UU No. 12 
Tahun 2008. Peraturan 
lainnya, UU No. 23 Tahun 
1992 tentang Kesehatan yang 
telah dicabut dengan UU No. 
36 Tahun 2009. Selain itu, PP 
No. 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang- barang 
dalam Pengawasan yang telah 
diubah dengan PP No. 11 
Tahun 2004, PP No. 15 
Tahun 1991 tentang Standar 
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Nasional Indonesia (SNI) dan 
Keppres No. 12 tahun 1992 
tentang Penyusunan dan 
Pengawasan yang telah 
diubah dengan PP No. 102 
Tahun 2000 tentang Standar 
Nasional Indonesia (SNI). 
Berdasarkan pemikiran 
tersebut, Front Pembela Islam 
mengajukan permohonan uji 
materi Keppres No. 3 tahun 
1997 dan dikabulkan oleh 
Mahkamah Agung (MA). 
Selain alasan formal yang 
diajukan oleh FPI tersebut, 
maka MA mempunyai 
perspektif bahwa dengan 
adanya regulasi baru di 
daerah tentang Minuman 
beralkohol, maka 
pengawasan dan 
pengendalian miras akan 
lebih efektif karena daerah 
dapat menyesuaikan 
regulasinya dengan 
karakteristik daerahnya 
masing-masing. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat 
diangkat dalam penelitian  ini 
adalah : 
1. Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 memberikan 
kewenangan kepada daerah 
untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan 
pemerintah berdasarkan 
asas otonomi dan 
pembatuan. Demikian pula 
halnya dengan Pemerintah 
Daerah Kota Banjarmasin 
yang memiliki kewenangan  
dalam pengaturan 
pengawasan dan peredaran 
Minuman Beralkohol di 
Kota Banjarmasin.; 
2. Perda Kota Banjarmasin 
Nomor 27 Tahun 
2011tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Penjualan 
Minuman Beralkohol Di 
Kota Banjarmasinharus 
mengikuti asas dalam 
peraturan perundang-
undangan yaitu dilarang 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, 
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dalam hal ini dengan 
Keppres No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman 
Beralkohol. Akan tetapi 
dengan dicabutnya Keppres 
No. 3 tahun 1997 maka 
berarti tidak ada lagi payung 
hukum terhadap pengaturan 
minuman beralkohol. 
Saran 
1. Otonomi daerah dalam 
konteks Negara kesatuan 
hendaknya menjadi semangat 
bagi daerah untuk 
mengeluarkan kebijakan yang 
sesuai dengan kepentingan 
daerahnya namun tidak 
menyimpang dari prinsip-
prinsip otonomi, dengan tetap 
mengutamakan kepentingan 
nasional; 
2. Dengan maraknya peredaran 
dan pemakaian minuman 
beralkohol, maka pemerintah 
seharusnya jeli untuk segera 
membuat aturan yang bersifat 
mengatur masalah minuman 
beralkohol ini secara 
nasional, sehingga dapat 
menjadi payung hukum bagi 
peraturan yang berada di 
bawahnya, khususnya 
peraturan daerah. 
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